
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Perdagangan tentang Pencabutan Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 59/M-DAG/PER/12/2009 

tentang Lembaga Contoh Standar Karet Indonesia; 

se bagaimana pertimbangan berdasar kan b. bahwa 

a. bahwa ketentuan mengenai Lembaga Contoh Standar 

Karet Indonesia se bagaimana diatur dalam Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 59 /M-DAG/PER/ 12/2009 

tentang Lembaga Contoh Standar Karet Indonesia sudah 

tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan 

hukum; 

MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 16 TAHUN 2022 

TENT ANG 

PENCABUTAN PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN 

NOMOR 59/M-DAG/PER/ 12/2009 TENTANG LEMBAGA CONTOH 
STANDAR KARET INDONESIA 

MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 



Pasal 2 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pelaksanaan 

tugas Lembaga Contoh Standar Karet Indonesia dilaksanakan 

Pasal 1 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 /M­ 

DAG/PER/ 12/2009 tentang Lembaga Contoh Standar Karet 

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 527), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

PENCABUTAN PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN 

NOMOR 59 /M-DAG/PER/ 12/2009 TENTANG LEMBAGA 

CONTOH STANDAR KARET INDONESIA. 

TENT ANG PERDAGANGAN MENTE RI PERATURAN 

MEMUTUSKAN: 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang 

Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6225); 

6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 19); 

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1190); 
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Menetapkan 



Pasal 3 
Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

oleh direktorat jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi 
perlindungan konsumen dan tertib niaga pada Kementerian 
Perdagangan. 
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Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat Jenderal 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 386 

BENNY RIY ANTO 

ttd. 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 8 April 2022 

MUHAMMAD LUTFI 

ttd. 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Ditetapkan di Jakarta 

padatanggal 4 April 2022 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

memerintahkan mengetah uinya, orang setiap Agar 
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